ABSTRAK

Payung hukum dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
(SPBE) di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan dikeluarkannya Perpres ini
adalah sebagai dasar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif
dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik berdasarkan prinsip efisiensi,
keterbukaan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan
wawancara sebagai data primer dan studi pustaka dan peraturan perundang-
undangan sebagai data sekunder. Analisis data dikonstruksi dari tahap
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang
dilakukan secara berkelanjutan. Hasil penelitian menujukkan bahwa,
penyelengaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Pasal 2
ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 yang
menekankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keterpaduan, kesinambungan,
akuntabilitas, dan keamanan sudah berjalan dengan baik, namun pada prinsip
interoperabilitas terdapat permasalahan berkaitan dengan kesulitannya integrasi
aplikasi pusat dan daerah, sehingga pada akhirnya pemerintah daerah
mengoprasikan aplikasi lebih dari satu untuk urusan yang sama, hal ini tentu tidak
efisien. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menciptakan aplikasi yang
mendukung penyelenggaraan SPBE. Terdapat hambatan mulai dari adanya
egosektoral pada OPD dan kesulitan dalam integrasi dengan aplikasi dengan pusat.
Pembentukan tim koordinasi dalam penyelenggaraan SPBE dan adanya aturan
pengembangan aplikasi oleh daerah menjadi faktor pendukung penyelenggaraan
SPBE. Penyelenggaraan SPBE di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah
memenuhi seluruh indikator efektivitas hukum mulai dari segi faktor hukum,
penegakan hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan budaya.
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